
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal & Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286):
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4490):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):

|
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

8.

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Menimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25,Aam bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorni

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737):
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017:
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21.Tahun
2012 tentang. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 21):
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dherah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2016 Nomor 3).



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai
berikut:

1. Penddpatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 111.176.179.123
b. Daya Perimbangan Rp. 1.481.017.302.277
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 207.332.811.000
Jumlgh Pendapatan Rp. 1.799.526.292.400

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 477.232.319.687
2) Belanja Bunga Rp. 0
3) Belanja Subsidi Rp. 4.065.408.000
4) Belanja Hibah Rp. 17.633.470.000
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.500.000.000
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0

7) i elanja
Bantuan Keuangan Rp. 243.544.032.568

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000

in
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1

Rp. 752.975.230.255

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 165.209.273.500
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 393.216.543.221
3) Belanja Modal Rp. 237.780.810.704

Rp. 796.206.627.425

Jijmlah Belanja Rp. 1.549.181.857.680

Surplus/ (Defisit) Rp. 250.344.434.720

3. Pembjayaan :

a.
Preimaan

Rp. 25.000.615.200
b. Perigeluaran Rp. 2.000.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 23.000.615.200

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 273.345.049.920

Pasal 2

Ringka. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksufi dalam Pasal 1 tercantumdalam Lampiran I PeraturanBupati Rokan Hilir ini.



BUPATI ROKAN HILIR,
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SUYATNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Februari  2017

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal  14 Februari  2017

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR 6

Pasal 3

Penjab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.an

Pasal 4

Lampirah sebagimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Rokan Hilirini.

Pasal! 5

Pelaksanpan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkin dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanpan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundayg-undangan.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

Peraturam Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

iniah penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Salinan-sesuai dengan aslinya
PALA BAGYAN HUKUM DAN HAMKE
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